SALINAN

BUPATI JEPARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

Menimbang :

Mengingat :

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

a. bahwa ketertiban, kebersihan dan keindahan merupakan

bagian penting dalam mewujudkan suatu daerah yang
bersih, sehat, indah, tertib dan nyaman yang
penyelenggaraannya berasaskan tanggungjawab,
keberlanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran,
kebersamaan dan keselamatan di daerah;

b. bahwa untuk mencapai terwujudnya ketertiban,

kebersihan dan keindahan di daerah diperlukan adanya
peran serta masyarakat bersama pemerintah daerah;

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1

Tahun 1995 tentang Kebersihan, Keindahan dan
Ketertiban sudah tidak sesuai dengan kondisi sosial dan
perkembangan masyarakat di daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah - Daerah dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3886);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4377);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
132, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia
Nomor 132);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5025); Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
5025);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang
Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175 );
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang
Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3177);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang
Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3445);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun
1990 Tentang Penyididik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II
Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 1990
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara
Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun
2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
Kelurahan ( Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun
2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
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Jepara Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara
Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun
2011 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor
2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor
2).

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17);
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 26 Tahun
2011 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 26).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

Menetapkan

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Jepara.

4. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah
yang berwenang di bidang tertentu dan mendapat pendelegasian
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pelimpahan wewenang dari bupati.

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah
perangkat pemerintah daerah yang bertugas dalam memelihara dan
menyelenggarakan  ketentraman dan  ketertiban umum = serta
menegakkan Peraturan Daerah.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh
undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan
tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman,
tenteram lahir dan batin.

Kebersihan adalah lingkungan yang bersih dari pencemaran udara,
pencemaran air dan sampah.

Keindahan adalah keadaan lingkungan yang nyaman, estetik dan
proporsional.

Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya
adalah bagian dari kerja Petinggi atau Lurah dan merupakan lembaga
yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya
yang ditetapkan oleh Petinggi atau Lurah.

Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya
adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat
setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan
yang ditetapkan oleh Petinggi atau Lurah.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik
daerah dan/atau BUMDes dengan nama dan dalam bentuk apapun,
firma,kongsi,koperasi,dana pensiun,persekutuan,perkumpulan,yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif
dan bentuk usaha tetap.

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya,
keadaan dan mahluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang
mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan
kesejahteraan manusia serta mahkluk hidup yang lain.

Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan
dilarang wuntuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan
dan/atau mempromosikan rokok.

Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh
masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama
untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk
menggunakan yang dikelola oleh Negara, swasta dan/atau masyarakat.
Baku Mutu Emisi adalah batas kadar maksimum emisi yang
diperbolehkan dimasukkan ke dalam lingkungan.



